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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep concursus realis dalam studi
Putusan N0.194/P1D.B /2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk menganalisis
faktor  penyebab penerapan concursus realis dalam  studi Putusan
N0.194/PID.B/2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap tindak pidana
pembunuhan dan penganiayaan di wilayah hukum Buleleng. Jenis penelitian yuridis empiris
digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu di
Pengadilan NegeriSingaraja. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan studi
dokumentasi yangnantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa analisis
penerapan konsep concursusRealis dalam pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan disertai
penganiayaan (studi PutusanNo0.194/Pid.B /2015/PN.Sgr) terdakwa Putu Widhiyasa alias
Kencerut terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan
secara serentak dan sekaligusatau berbarengan kepada Gede Purwa Husada dan kepada Putu
Suarjana studi Putusan No0.194/PID.B /2015/PN.SGR telah memenuhi unsur unsur dalam
surat dakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP yang
dilakukan secara berbarengan dan memiliki pidana pokok yang sejenis, maka terpenuhinya
juga unsur-unsur concursus realis pada Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Faktor penyebab penerapan concursus realis diantaranya adalah faktor
pertimbangan hakim, faktordakwaan Jaksa Penuntut Umum, faktor pertimbangan ahli dan
faktor adanya dua tindak pidanayang dilakukan secara perbarengan.

Kata Kunci : Concursus realis, Pembunuhan, Penganiayaan

Abstract
This study aims to analyze the application of the concursus realist concept in the study of

Decision N0.194/PID.B /2015/PN.SGR at the Singaraja District Court and to analyze the
factors causing the application of concursus realis in the study of Decision
No0.194/PID.B/2015/ PN.SGR at the Singaraja District Court against the crime of murder and
persecution inthe jurisdiction of Buleleng. This type of empirical juridical research is used in
this study. Thisresearchis descriptive in nature. The location of this research is at the Singaraja
District Court. Data were collected through observation, interviews and documentation
studies which later the data obtained would be analyzed descriptively qualitatively. Based on
the results of the research and discussion, it can be seen that the analysis of the application
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of the Concursus Realist concept in sentencing the perpetrators of murder accompanied by
abuse (study of Decision No.194/Pid.B/2015/PN.Sgr) of the accused Putu Widhiyasa alias
Kencerut was legally proven to have committed the crime of murder accompanied by
persecution simultaneously and at the same time or simultaneously with Gede Purwa Husada
and to Putu Suarjana. Study of Decision No. 194/PID.B/2015/PN.SGR has fulfilled the
elements in the public prosecutor's indictment contained in Article 338 of the Criminal Code
(KUHP) and Article 351 Paragraph (2) of the Criminal Code (KUHP) which is carried out
concurrently andhas the same basic punishment, then the elements of concursus realis are
also fulfilled in Article 65 of the Criminal Code (KUHP). Factors causing the application of
concursus Realistsinclude the judge's consideration factor, the Public Prosecutor's indictment
factor, the expert'sconsideration factor and the factor of the existence of two criminal acts
that were committed concurrently.

Keywords : Concursus realis, Murder, Persecution

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang beradadi wilayah
Indonesia harus tunduk padahukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang
dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatanharus didasarkan dan memiliki konsekuensi
sesuai dengan hukum danperundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan
mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan
berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam
pembukaan UUD Negara Republikindonesia 1945.

Fungsi hukum yang seringdisebut sebagai “social engineering”. Dalam kondisi
masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti
harus ada perubahan secara berencana. Hukum, dalam hal ini,diminta bantuannya untuk
melakukan perubahan-perubahan dalam tingkah laku rakyat, atau untuk menciptakan
keadaan-keadaan baru sebagaimanadikehendaki oleh pembangunan itusendiri (Surbakti,
2017:2). Dewasa ini, seringkali kita menjumpai kasus perbarengan tindak pidana
(concursus), dimana satu orang pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana lainnya.
Gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa
macam tindak pidana di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir.
Perbarengan tindak pidana diaturdalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Ini berguna
bagi hakim jika dihadapkan pada pelaku tindak pidanadi persidangan yang melakukan dua
atau lebih tindak pidana.

Concursus idealis diatur dalam KUHP Pasal 63 jenis perbarengan tindak pidana ini
dikenakan kepada seseorang yang melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut
melanggar beberapa ketentuan. Concursus realis diatur dalam pasal 65sampai 71 KUHP,
terjadi jikaseseorang melakukan bebrapaperbuatan dan perbuatan tersebut masing-masing
berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatan berlanjut diatur dalam
pasal64 KUHP, apabila sesorang melakukanperbuatan pidana yang sama beberapakali dan
perbuatan tersebut memiliki hubungan yang demikian erat sehingga dianggap sebagai
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perbuatan berlanjut.Tindak pidana yang telah terjadi tersebut sesuai dengan yang ada di
dalam rumusan perundang-undangan. Antisipasi kejahatan dapat dilakukan dengan cara
memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (law
enforcement). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku melanggar hukum dapat
ditanggulangi secara preventif maupunrepresif (Prihasti, 2018: 74).

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat
ialah tentang kejahatan pada umumnya, yang salah satunya merupakan kejahatan tentang
pembunuhan. Sehubungan dengan halitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau
selanjutnya disingkat KUHP pembunuhan diatur dalam Buku Il Kitab Undang-undang
Hukum Pidana tentang kejahatan yangterdapat dalam BAB XIX yaitu kejahatan terhadap
nyawa Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, yangancaman hukumannya berbeda-beda
tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan. Tindak pidana yangdiatur di dalam KUHP
yaitu termasuk tindak pidana penganiayaan, tindak penganiayaan ini diatur juga dalam Buku
Il Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan pasal 104-488. Yang
diatur dalam BABXX yaitu tentang penganiayaan. Tindakpidana terhadap tubuh pada KUHP
disebut “penganiayaan”.

Berdasarkan hasil observasipeneliti dalam mengumpulkan dataterkait jumlah putusan
kasus tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan dalam periode 2019- 2021 terdapat
jumlah kasus kejahtan tindak pidana pembunuhan yang terjadidalam periode ini relatif atau
berubah- ubah. Pada tahun 2020 jenis kejahatanini tidak terjadi di wilayah hukumBuleleng,
angka seperti ini seharusnya bisa dipertahankan. Namun pada tahun 2021 mengalami
peningkatan yangsangat segnifikan dengan jumlah kasusyang sudah diputus di Pengadilan
Negeri Singaraja mencapai 6 kasus.Sehingga fakta tersebut menjadi suatu permasalahan
terkait sejauh mana efektivitas hukum dalam kasus tersebut.

Tahun Nomor Jumlah
Perkara
97/Pid.B/2019/P
1 2019 [N Sgr 2
124/Pid.B/2019/

PN Sgr

oZZ

2 2020

26/Pid.B/2021/P
N Sgr
56/Pid.B/2021/P
N Sgr
97/Pid.B/2021/P
3 2021  |N Sgr
143/Pid.B/2021/
PN Sgr
165/Pid.B/2021/
PN Sgr
169/Pid.B/2021/
PN Sgr

Total
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Dilihat berdasarkan data diatas maka perlu adanya penanganan yang serius sehingga
kasus yang serupa tidak terjadi lagi. Temuan peneliti disaat melakukan riset menemukan fakta
bahwa terjadinya peningkatan angka kasus kejahatan pembunuhan disertai penganiayaan
yang terjadi pada tahun 2021 di wilayah hukum Buleleng karena adanya kesenjangan antara
law in book dengan law in action. Pada taraf law in books ini, hukum belum banyak dirasakan
manfaatnya olehmasyarakat karena belum berjalan, bergerak dan berfungsi seperti apa yang
dijanjikannya.

Hukum dapat dirasakan manfaatnya atau bahkan dirasakan dampaknya, setelah ia
ditegakkan di tengah-tengah masyarakat (law in action). Maka dari itu, diperlukan seorang
aparat yang memiliki jiwa profesional untuk melaksanakanpenegakan hukum tersebut, yaitu
Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai jiwa profesional akan bisa
mewujudkan apa yang dirumuskan di dalam hukum (law in the books) menjadi suatu
kenyataan (law in action), sehingga maksud dan tujuan hukum dalam menciptakan keadilan
dan kepastianhukum dapat diwujudkan. Peningkatankasus yang relatif ini, menggugah hati
peneliti untuk melakukan penelitian terkait

penerapan pasal perbarengan tindakpidana khususnya mengenai concursus realis dengan
melakukan studi kasus dalam Putusan Nomor 194/ PID.b / 2015 / PN.SGR. Berdasarkan latar
belakang yangtelah diuraikan diatas penulis tertarik untukmelakukan penelitian dengan judul
“Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan disertaiPenganiayaan (Studi
Kasus Putusan Nomor 194/ PID.b / 2015 / PN.SGR.”

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis empiris atau jugadikenal dengan penelitian hukumsosiologis atau
dikenal pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empris bertolak dari data primer,
yakni data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber dengan melalui
penelitianlapangan,yang dilakukan melalui pengamatan ataupun melalui wawancara (Efendi,
2016). Wawancara langsung adalah tanya-jawab langsung secara lisan dengan responden.
Dalam penelitian inidibuat panduan wawancara dengan maksud untuk supaya tidak ada
pertanyaan terlewatkan dan mendapatkanpenjelasan lengkap dan terperinci (Sari Adnyani
2013). Sifat penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan,
juga validasimengenai permasalahan yang tengah diteliti. (Ramdhan, 2021). Dalam upaya
mengakuratkan data penelitian, dapat menggunakan teknik pengumpulan data yaitu
observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang
diperoleh melalui penelitian langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi,
dan lain-lain sedangkan data sekunder ini lebih bersifat sebagai data pendukung saja, yang
tidak mampu menggambarkan secara mendalam terkait informasi, fakta dan kenyataan yang
dikaji atau diteliti. Namun data sekunder ini bisa memperjelasgambaran sebuah realitas
penelitian dengan menggunakan bahan hukum yaituKitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan Perkara Nomor 194/Pid.B/ 2015/PN. Sgr, bahan hukum sekunder datayang diperoleh
dan bersumber dari jurnal- jurnal, doktrin, buku, dan hasil penelitian yang memiliki kaitan
dengan penerapanconcursus realis tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaann dan
bahan hukum tersier hahan hukum yang dipergunakan disini adalah berupa KamusBesar
Bahasa Indonesia (KBBI). Dalampenelitian ini penulis menggunakan teknik nonprobability

sampling. Jenisnonprobabilty sampling yang digunakan penulis adalah teknik
purposive sampling. Teknik purposive samplimg merupakan teknik yang menentukan sampel
dengan pertimbangan tertentu. Penulis dalam penelitian ini melakukan analisis data
menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu kegiatan untuk
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan
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mengkategorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus topik atau
masalah yang akandijawab (Sirajuddin Saleh, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN KONSEP CONCURSUS REALIS DALAM STUDI PUTUSAN
NO.194 / PID.B / 2015 / PN.SGR DI PENGADILAN
NEGERI SINGARAJA.

Hakim dalam memutus suatu perkaraditentukan berdasarkan tiga hal yang pertama
yaitu menerapkan hukum (rechtstoepassing), menafsirkan hukum dan menemukan hukum
(rechtsvinding).Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UUNomor. 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwaPengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutuskansuatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa
hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan harus memeriksanya danmengadilinya. Hal ini
juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa hakim dan hakim
konstitusi harus mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum. Selain itu, Pasal 22
AB juga menegaskan bahwa hakim yang menolak untuk mengadilidengan alasan undang-
undangnyabungkam, tidak jelas, atau tidak lengkap dapat dituntut karena menolak untuk
mengadili. Penerapan hukum oleh hakim untuk memutuskan suatu kasus yang dihadapkan
kepadanya, ini tergantung pada independensi hakim dalam menerapkan pasal yang berkaitan
dengan tindakan kriminal terutamatindakan kriminal ganda (perbarengan)dengan pelaku
tunggal atau yang dikenal sebagai concursus, terutama teori concursus adalah suatu teori
dalam ilmu hukum yang sangat sulit untuk diterapkan,baik concursus idealis, perbuatan
berlanjutmaupun concursus realis Pasal 65 KUHP karena dalam hukum pidana Indonesia
terikat oleh suatu aturan mengenai sanksi pidana, terutama masalah utama dalamconsursus
adalah mengenai sanksi pidanayang sering dikaitkan dengan sistem (stelsel) pemidanaan dan
teori pemidanaan yang berlaku dalam KUHP. Sistem pemidanaan tersebut diantaranya :

a) Pidana Minimal Umum /Algemene Strafminima, yang dimaksudkan adalahpidana yang
terendah secara umum (berlaku untuk semuanya), Stelsel (asas) ini dipakai dalam KUHP
Indonesia, yaitu pidana penjara / kurungan terendah adalah 1 hari dan adanya denda
terendah.

b) Pidana Maksimal Umum /Algemene Strafmaxima, asas ini di Indonesiahanya berlaku
untuk pidana yang membatasi kebebasan (vrilheidsstraf) atau hukuman badan, yaitu paling
tinggi
15 (lima belas) tahun, kecuali bilaterdapat hal-hal yang memberatkan.

c) Pidana Maksimal Khusus / Speciale Strafmaxima, yaitu bahwa tiap-tiap delikdiancam
dengan pidana maksimumsecara tersendiri.

Sedangkan dalam teori pemidanaan,hakim bebas menentukan teori apa yang iagunakan
yang terpenting adanyapembalasan terhadap apa yang telahdilakukan oleh si terdakwa, tetapi
pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa dan cukup untuk dapat
dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kebebasan hakim dalam menerapkan peraturan
yang berkaitan dengan bagaimanakah ia harus memutuskan suatu putusan pengadilan, dapat
juga dengan menggunakan penalaran hukum (legal reasoning). PokkyFuad (dalam Nurun
Ainudin, 2016)menyatakan pengertian legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari
dasarhukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik merupakan perbuatan
hukum (perjanjian, transaksi perdagangan) atau pun yang merupakan kasus pelanggaran
hukum pidana, perdata, adminnistratif, danmemasukannya ke dalam peraturan yang ada.

Hakim juga bisa menggunakan suatumetode a contrario (argumentum acontrario) yaitu
menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari
peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Dari
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pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaanpenerapan concursus realis
dalam praktekperadilan diserahkan kepada hakim untuk memutuskan suatu putusan hukum
ketika dihadapkan kepadanya suatu perkara di pengadilan, ada hakim yang menerapkan Pasal
65 KUHP dalam memutuskan pemidanaannya ada juga yang tidak, hal inidapat dilihat dari
dari temuan penulis yangmenyatakan bahwa pembunuhan disertai penganiayaan tidak dapat
dikatakan sebagai bentuk dari kejahatan concursus realis sedangkan dalam Putusan Nomor
194/PID.B/2015/PN.SGR menyatakanpembunuhan disertai penganiayaanmerupakan tindak
pidana dengan perbarengan concursus realis.

Berdasarkan temuan penulis pada saat melakukan penelitian bentuk kejahatan
pembunuhan disertai penganiayaan tidak dapat dikatakan sebagai perbarengan tindak pidana
dalambentuk concursus realis karenapenganiayaan yang akibatnya menimbulkan
mati yang dimana ada kesengajaan yang pelaku kehendaki yaitu matinya seseorang. Namun
menurutpenulis pembunuhan disertai penganiayaan merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang dilakukan dengan perbarengan yaitu concursus realis. Menurut Teguh
Prasetyo (2011) concursusrealis berlangsung ketika seseorang melakukan beberapa tindakan,
dan setiap tindakan tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang berdiri sendiri
(tidak harus sama dan tidak perlu terkait).

Bentuk kejahatan dari perbarengan concursus realis tindak pidana pembunuhan disertai
penganiayaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 KUHP. Pasal 65 KUHP
merupakan salah satu pasal perbarengan tindak pidana. Yang dimana pasal 65 ini adalah
bentuk perbarengan kejahatan (concursus realis). Jika seseorang yangmelakukan beberapa
kejahatan, akan dijatuhi satu (1) hukuman saja dan hukuman yang diancamkan merupakan
hukuman yang sama tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah
dengan sepertiganya.

Berdasarkan temuan penulis pada saat melakukan penelitian bahwa dakwaanyang sering
digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana dengan perbarengan adalah dakwaan
kumulatif. Sedangkan dalam Putusan No.194 / PID.B
/ 2015 / PN.SG menggunakan dakwaan kombinasi atau gabungan antara dakwaansubsidair
dan dakwaan kumulatif dandakwaan tersebut sudah sesuai denganaturan dalam Pasal 141
KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum dapatmenggabungkan beberapa perkara
dalam satu surat dakwaan jika pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima
beberapa berkas perkara. Hal ini dapatdilakukan jika:

a) Terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan pemeriksaan
tidak terganggu olehpenggabungan tersebut,

b) Terdapat beberapa tindak pidana yang tidak ada kaitannya satu sama lain, namun terdapat
hubungan antara satu dengan yang lain yang memerlukan penggabungan untuk
kepentinganpemeriksaan.

Dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam Dakwaan kumulatifyakni sesuai Dakwaan
Kesatu Subsidiair (Pasal 338 KUHP) dan Dakwaan Kedua (Pasal 351 ayat (2) KUHP. Kasus
terdakwaPutu Widhiyasa ini, dakwaan di juncto-kandengan Pasal 65 KUHPidana. Dalam Pasal

65 KUHP menegaskan bahwa jika terdakwa terbukti bersalah dalam dua ataulebih dakwaan

maka akan dikenakan bentuk pemidanaan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok

sejenis, maka hanya digunakan satu pidana dengan ketetapan bahwa jumlah
maksimum pidana, tidak boleh melebihi dari maksimum paling berat ditambah sepertiga.

Pasal 65 ini membahas tentangperbarengan tindak pidana yang pidanapokoknya sejenis.
Jika dilihat berdasarkanPutusan Nomor 194/PID.B /2015/PN.SGRmaka sistem pemberian
pidana yang digunakan adalah absorbsi dipertajam. Halini sesuai dengan temuan penulis yang
menyatakan bahwa concursus realis yang diatur dalam Pasal 65 KUHP menganutsistem
pemidanaan absorpsi dipertajam. Absorpsi dipertajam sendiri dikenakan jika berbentuk
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kejahatan yang diancamdengan pidana pokok sejenis,maka hanyadigunakan satu pidana
dengan ketetapan bahwa jumlah maksimum pidana, tidak boleh melebihi dari maksimum
paling beratditambah sepertiga.

Berdasarkan Putusan Nomor 194 / PID.B / 2015/ PN.SGR menggunakan absorbsi
dipertajam vyaitu terdakwa Putu Widhiyasa melakukan 2 kejahatan yaitupembunuhan dan
penganiayaan yang masing-masing diancam pidana penjara 15tahun dan 5 tahun. Maka 15
tahumditambah (1/3 x 15) = 20 tahun penjara maka sistem absorbsi yang dipertajam sesuai
ketenuan Pasal 65 KUHP diterapkan. Putu Widhuyasa melakukan pembunuhan kepada
korban Gede Purwa Husada dan melakukan penganiayaankepada saksi atas nama Putu
Suarjana, kejahatan terdakwa ini telah terbukti dalampersidangan. Penyerapan aturan hukum
yang dipertajam bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yangdiberikan sesuai dengan
tingkat keparahantindak pidana yang dilakukan, serta memberikan efek jera bagi pelaku
kejahatan lainnya. Dalam kasus perbarengan tindak pidana, penerapan penyerapan aturan
hukum yang dipertajam juga membantu meningkatkan keadilan dan konsistensi dalam
pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan
dianggap cukup adil. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa Putu Widhiyasa alias Kencrut dengan pidana penjara 18 tahun. Pidana itu tentunya
jauh dari pidanamaksimal yaitu 20 tahun penjara.

Mengenai penerapan Pasal 65 KUHPyang berkaitan dengan concursus realisoleh hakim
apakah dapat memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana Indonesia? Hal ini perlu mendapat
kajian dan analisis yang mendalam, maka penulis mencoba untuk menganalisisnya terhadap
pasaltersebut dan menghubungkannya dengan dua teori pemidanaan yaitu Menurut Kent dan
Kegel (dalam  Sandie, 2017) teori  absolut atau teori  pembalasan
(retributive/vergeldingstheorieen) menurutteori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena
orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang
melakukan kejahatan. Sedangkan menurutNigel Walker (dalam Sandie, 2017) para penganut
teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan salah satunya teori retributif
yang murni (The pure retributivist) yang berpendapat bahwapidana harus cocok atau sepadan
dengan kesalahan si pembuat.

Dengan digunakannya kedua teori pembalasan dalam teori absolut dan teori retributif
yang dihubungkan dengan sistempemidanaan dalam concursus realis Pasal65 KUHP yaitu
sistem absorbsi dipertajamoleh hakim dalam Putusan Nomor. 194
/PID.B / 2015 / PN.SGR., maka
terpenuhilah rasa keadilan bagi sipencari keadilan dalam hal ini si korban tidak merasa
dirugikan karena atas tindak kejahatan yang menimpa dirinya atasperbuatan yang dilakukan
oleh si terdakwakepadanya semuanya dihitung atau terbalaskan dengan hukuman pidana,
sedangkan bagi si pelaku (terdakwa) tidakbegitu berat menerima hukuman atasbeberapa tindak
pidana yang ia lakukan karena adanya pengurangan hukuman dariperbutan lain. Jika hal
tersebut dikaitkan dengan asas equality before the law,sesuaidengan bunyi dari Pasal 28 D ayat
(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum
maka penerapan Pasal 65 KUHP dalam Putusan Nomor. 194/PID.B/2015/PN.SGR sudah
sesuai dengan asas tersebut.

Berdasarkan temuan penulis semua kasus itu memilliki resiko serta hambatan.
Hambatan-hambatan tersebut yang seringmempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan
dalam memutus sebuah perkara pidana baik itu terdapat dalam dirihakim maupun hambatan
yang terdapatdiluar hakim. Faktor internal biasanyaberkaitan sifat dan perilaku hakim serta
kemampuan atau keahlian hakim dalamhukum. Maka menurut penulis dalam menerapkan
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concursus realis seorang hakim harus membutuhkan suatu keahlianatau kemampuan hukum
yang berkualitas karena dalam concursus realis memiliki kemiripan dengan perbuatan
berlanjut seperti yang dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej (dalam Diana Lukitasari, 2022)
perbuatan berlanjut pada dasarnyamerupakan concursus realis namun memiliki karakteristik
khusus. Selain karena keputusan dari suatu kehendak danpersamaan sifat atau jenis dari
perbuatan yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karakteristiklainnya
adalah berada dalam jangka waktutertentu.
Sedangkan faktor eksternal seringberasal dari intervensi yang dilakukan olehpejabat
maupun suap yang sering diberikan kepada hakim sehingga parahakim
bisa menjatuhkan vonis sesuaikeinginannya. Terhadap penerapan hukumoleh hakim
(rechtstoepassing) dalammemutuskan suatu
kasus yangdihadapinya, terdapat ketergantunganpada kemandirian hakim
tersebut dalammenerapkan pasal yang relevan. Jika dilihat
berdasarkan Putusan Nomor 194/PID.B/2015/PN.SGR  maka  menurut
penulis tidak ditemukannya hambatan ataukendala hakim dalam memutus perkaratersebut
karena penerapan concursusrealis sesuai dengan ketentuan pasal 65KUHP
dengan menggunakan  sistem pemidanan yaitu absorpsi dipertajam dandalam
menerapakan Pasal tersebut Hakim telah mempertimbangakan aspek yuridis, aspek
sosiologis dan filosofis sehinggakeadilan antar korban dan terdakwa telahterpenuhi.

Faktor Penyebab PenerapanConcursus Realis Dalam Studi Putusan Nomor 194 / PID.B
/ 2015 /PN.SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
DanPenganiayaan Di Wilayah Hukum Buleleng.

A. Faktor Pertimbangan Hakim

a) Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis adalah

pertimbangan hukum yang menjadi landasan sebelum memutuskan suatu perkara, di mana
hakim akan mengambil fakta-fakta dari proses persidangan yang merupakan kesimpulan akhir
dari keterangan para saksi, terdakwa, danbukti-bukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi,
bukti surat, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa yang berkaitandengan barang bukti di
persidangan. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan perkara No.194 / Pid.b / 2015 / PN.Sgr
telah terbukti melakukan dua tindak pidanayaitu pembunuhan dan penganiayaan sehingga

majelis hakimmempertimbangakan penerapanconcursus realis
b) Pertimbangan Sosiologis Pertimbangan Sosiologis
melibatkan pertimbangan  terhadapkonteks sosial terdakwa
danmempertimbangkan apakah keputusan  yang

diambil akan memberikan manfaatbagi masyarakat.
Sedangakanpertimbangan sosiologis menurut SollyLubis (1989) mencerminkan
tuntutan ataukebutuhan masyarakat yang memerlukanpenyelesaian diperlukan sebagai

saranamenjamin kemanfaatan. Sebelum memberikan vonis
kepada terdakwa, Majelis Hakim
pertama-tamamempertimbangkan faktor-faktor yang dapat
memperberat dan memperinganhukuman terdakwa,

sebagaimanatercantum dalam surat Putusan Nomor.194/PID.B/2015/ PN.SGR.
Hal-hal yangmemperberat diantaranya

tindakanterdakwa mengganggu ketenangan
masyarakat, terdakwa melakukanperbuatan dengan alasan yang remeh,sehingga
psikologi atau sifat temperamental terdakwa dianggap dapat
membahayakan lingkungan sekitarnya,tindakan terdakwa

menyebabkankesedihan yang mendalam bagi keluargakorban yang meninggal,
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sementara korbanjuga merupakan tulang punggung keluarganya, terdakwa tidak
meminta maafdan belum ada pemberian maaf darikeluarga korban yang
meninggal.Sedangkan Hal-hal yang meringankandiantaranya terdakwa
mengakui tindakannya dan mengakui kesalahannya, terdakwa menunjukkan
penyesalan atas perbuatannya, terdakwa tidak memilikiriwayat kejahatan sebelumnya,
saudaramerupakan penopang utama keluarga.

Dari hal-hal yang memberatkandan meringankan diatas, dihubungkan dengan sifat
perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem
pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akandijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai
dengan kesalahan terdakwa. hakimbenar-benar mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis
terdakwa, sehingga tidak menjatuhkan maksimal yaitu 20 tahun penjara. Tujuan hakim
menjatuhkan pidana 18 tahun penjara ialah agar terdakwa sadar akan perbuatannya, dan
memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui penjatuhansanksi pidana
tersebut.

c) Pertimbangan filosofis

Menurut Bagir Manan,mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang
terdapat dalam cita hukum (rechtsidee). Pertimbangan filosofi ialah hakim
mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya
untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Ini berarti bahwa filsofis
pemidanaan adalah pembinaanterhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar
dari lembaga pemasyarakatan, ia dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan
lagi.Dalalm  pertimbangan filosofissebagaimana Putusan Nomor.
194/PID.B/2015/ PN.SGR dilihat dari hal- hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dengan menggunakan Pasal 65 KUHP maka menurut penulis hakim dalammemutus

perkara mempertimbangkan filosofis yang dimana dengan menerapkanteori pemidanaan
yaitu teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau tujuan. Oleh karena sesuai
dengan prinsippemidanaan yang bukan semata-mata bertujuan untuk membalas dendam,
melainkan juga untuk memberikan efek jera agar terpidana tidak mengulangi kesalahan dan
masyarakat tidak meniru tindakan yang dilakukan oleh terpidana, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwahukuman maksimum tidak dapat diterapkan secara absolut dalam
kasus ini.Sehingga dapat disimpulkan faktorpenerapan concursus realis yaitupertimbangan
hakim menjadi sangat penting dalam memberikan keadilan kepada korban dan terdakwa
maupun masyarakat pada umumnya.

B. Faktor Dakwaan Jaksa Penuntut UmumDari temuan peneliti surat dakwaan menjadi dasar
atau landasan pemeriksaanperkara. Jaksa Penuntut Umum harusberhati-hati

dan telititerutama  dalammenerapkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadikesalahan yang

mengakibatkan suratdakwaan menjadi tidak sah atau unsur-unsur dalam

dakwaan tidak dapatdibuktikan. Dalam putusan Nomor. 194 /PID.B / 2015/ PN.SGR
menggunakandakwaan kombinasi yaitu dakwaan

subsider dan dakwaan kumulatif :KESATU

PRIMAIR :Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340
KUHP.

SUBSIDER : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338
KUHP.

LEBIH SUBSIDER : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
351 ayat (3) KUHP.

DAN KEDUA :
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidanadalam pasal 351 ayat (2 KUHP.
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Dalam surat dakwaan
ini, penggunaan kata "kesatu™ dan "kedua"menunjukkan bahwa
format dakwaanadalah kumulatif.
Sementara itu,penggunaan kata "primair” dan "subsidair”pada dakwaan
pertama menunjukkanbahwa format
surat dakwaan adalahbentuk subsidair.
Format dakwaan kombinasi kumulatif subsidair ini dipilih karena
terdakwa melakukan beberapaTindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri,sehingga
dalam pembuktian, selurun  dakwaan

harus dibuktikan.

C. Pertimbangan Ahli
Mengenai penerapan Pasal 65 KUHPtentang yang berkaitan dengan concursus realis
oleh hakim apakah dapat memenuhirasa keadilan dalam hukum pidanalndonesia? Maka
dalam hal ini penulis mencoba menganalisis dan menghubungakan dengan
teori hukumtentang keadilan.
1. Teori keadilan
Agar analisis mengenai penerapanPasal 65 KUHP oleh
hakim dapatmemenuhi rasa keadilan dalam praktekhukum pidana Indonesia
penulis mencobamenghubungkan  kembali teori hukumtentang
keadilan dari Plato  (dalamPekuwaly, 2012:155) yang menyatakanhukum
sebagai sarana keadilan secara riil,Plato merumuskan teorinya
tentanghukum: (1). Hukum merupakan tatananterbaik untuk menangani dunia
fenomenayang penuh situasi ketidakadilan, (2).Aturan-aturan hukum harus
dihimpundalam satu kitab, supaya tidak munculkekacauan hukum, (3). Setiap
undang-undang harus didahului Preambule tentangmotif dan tujuan undang-undang tersebut.
Manfaatnya adalah agar rakyat dapatmengetahui dan memahami kegunaanmenaati hukum
itu, dan insaf tidak baikmenaati hukum hanya karena
takutdihnukum  (4). Tugas hukum adalah
membimbing para warga lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dansempurna,
(5). Orang yang melanggarundang-undang harus dihukum. Tetapihukuman itu bukan balas
dendam. Sebab, pelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena
kebodohan.Dari teori yang dikemukakan oleh
Plato penulis mencoba untukmenghubungkan dengan penerapan Pasal
65 KUHP oleh hakim apakah dapat memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana Indonesia,
tentunya dalam hal ini adalah poin 2 dan 3 dan 5. Poin 2 aturan- aturan hukum harus
dihimpun dalam satu kitab undang-undang tentu dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum
Pidana merujuk pada Pasal 65 KUHP apabila terjadi tindak pidana ganda (perbarengan) yang
harus dilakukan penerapannya oleh hakim dalam hukum Pidana Indonesia. Sementara point
3 dan 5 ini menunjukan bahwa ketika ada pelanggaran hukum, maka harus dikenakan
sanksi hukum yangtegas karena manfaatnya hidup bisa menjadi damai dan tenteram.
Sedangakan dua teori pemidanaanyaitu : Menurut Kent dan Kegel (dalam Sandie,2017)
Teori absolut atau teoripembalasan(retributive/vergeldingstheorie en) menurut teori ini pidana
dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana
(quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu
pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan menurut Nigel Walker
(dalam Sandie,2017) para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa
golongan salah satunya adalah teori retributif yang murni (The pure retributivist) yang
berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Kedua
teori pembalasan ini padaintinya menyatakan bahwa pembalasan di sini bukanlah sebagai
tujuan sendiri melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara
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perbuatan dan pidana, maka dapat dikatan ada asas pembalasan negatif. Hakim hanya
menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si
pembuat.
D. Faktor adanya Perbarengan Tindak Pidana ~ Pembunuhan danPenganiayaan
Sebenarnya seringkali terjadiperbuatan kejahtan

yang terjadibersamaan dengan kejahatan lainnya. Terdapat
juga satu pelanggaran yangterjadi bersamaan dengan pelanggaranlain. Atau bahkan
perbuatan kejahatanyang  terjadi bersamaan  dengan pelanggaran dan sebaliknya.
Terkadangsuatu tindakan pidana diatur dalam lebihdari satu ketentuan pidana. Peristiwa
seperti ini dikenal sebagai perbarengan.Gabungan tindak pidana atau yang kerapdisebut
sebagai concursus merujuk padasituasi di mana satu orang melakukan duaatau lebih tindak
pidana, di mana tindakpidana yang pertama dilakukan belumdikenai hukuman, atau di
mana tindakpidana awal dan tindak pidana berikutnyatidak dibatasi oleh

keputusan hakim.Berdasarkan temuan yang peneliti temukan pada

saat melakukakan penelitian, penganiayaan yang disertaidengan pembunuhan tidak
dapatdikatakan sebagai bentuk kejahatan dengan perbarengan concursus realis.Salah satu
jenis bentuk kejahatan dengan concursus realis adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik
merupakan bentukkejahatan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman untuk
melukaiatau membunuh seseorang. Concursus realis bentuk perbarengan antarakejahatan
dengan kejahatan, pelangaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelangggaran.
Bentuk kejahatandengan kejahatan diantaranyapemerkosaan disertai pembunuhan,
penganiayaan disertai pencurian, pencurian disertai pemerkosaan, pemerkosaan disertai
penganiayaan dansebagainya. Jika dilihat berdasarkan posisikasus diatas penulis dapat
menyimpulkan bahwa telah terjadinya penganiayaan disertai pembunuhan. Maka menurut
penulis tindak pidana pembunuha disertai penganiayaan dapat dikatakan sebagai concursus
realis sesuai ketentuan Pasal 65KUHP.

PENUTUP
Simpulan

1. Penerapan konsep Concursus Realis dalam pemidanaan terhadap pelakupembunuhan
disertai penganiayaan (putusan perkara No.194 / Pid.b / 2015
/ PN.Sgr) bahwa terdakwa Putu Widhiyasa Alias Kencrut terbuktisecara sah melakukan
tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan secara serentak dan
sekaligus atau berbarengan kepadaKorban GEDE PURWA HUSADA, SE
dan kepada saksi yaitu Putu Suarjanayang merupakan tetangga terdakwa. Sistem Hukum
Indonesia mengenal perbuatan pidana yang dilakukan sesorang secara serentak dan
sekaligus yang dalam bahasa Belandadisebut dengan samenloop van strafbaar feit atau
concursuspenerapan concursus realis. PenuntutUmum dapat melakukan
penggabungan perkara danmembuatnya dalam satu suratdakwaan, apabila pada waktu
yangsama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara. Putusan

Nomor :N0.194/Pid.b/2015/PN.Sgr  telah memenuhi  unsur

unsur dalam suratdakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 338 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum
Pidana yangdilakukan secara berbarengan dan memiliki pidana pokok yang sejenis,
maka terpenuhinya juga unsur-unsur concursus realis pada Pasal 65 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam pemidanaan
concursus realis yaitu ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi
maksimumterberat ditambah sepertiga. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 18(delapan
belas) penjara yang dimana pidana maksimum yang dapat dijatuhkan Hakim pada
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perkara ini ialah 20 (dua puluh) tahun penjara.Namun dalam menerapkan concursus
realis ada beberapa faktor penghambat sehingga hakim ragu- ragu dalam memutus
perkara tersebut,berdasarkan Putusan Nomor 194/P1D.B/2015/PN.SGR Hakim harus
memiliki kemampuan yang berkualitaskarena penerapan konsep concursus realis pada
tindak pidanapembunuhan disertai penganiayaan juga dapat menimbulkan kontroversi,
terutama jika ada perbedaan pendapattentang sejauh mana kedua tindak pidana tersebut
dapat dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan.Maka penerapan konsep concursus
realis harus dilakukan dengan hati-hatidan berdasarkan pertimbangan yang matang. Oleh
karena itu Hakim juga harus terbebas dari berbagaiintervensi yang dapat menimbulkan
ketidakadilan yang diterima olehpelaku maupun korban.

2. Faktor penyebab penerapan concursus realis dalam Studi PutusanNomor 194 / PID.B /
2015 / PN.SGR adalah faktor pertimbangan hakim, faktor dakwaan dakwaan Jaksa
Penuntut Umum dan faktor adanya dua tindak pidana yang dilakukan secara
perbarengan. Sedangakanmenurut penulis faktor penyebab penerapan concursus realis
terdapat 4faktor diantaranya faktor pertimbangan hakim, faktor dakwaan Jaksa
Penuntut Umum dan pertimbangan ahli serta faktor adanyadua tindak pidana yang
dilakukan secara perbarengan. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana
pada putusan ini didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam putusan
Nomor 194 / PID.B / 2015 / PN.SGR
Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan kumulatif dan
subsidair. Dalam memutus suatu perkara dengan perbarengan Hakim harus
mempertimbangkan apakah terdakwamelakukan dua tindak pidana atau tidak jika
terdakwa terbukti melakukanperbuatan perbarengan maka Hakim dapat mengaitkan
dengan Pasal yangberkaitan dengan concursus realis halini sesuai dengan putusan
Nomor 194
/ PID.B / 2015 / PN.SGR. Dengan demikian salah satu penyebabpenerapan concursus
realis adalah adanya perbarengan tindak pidana yang dimana tindak pidana awal dan
tindak pidana berikutnya tidak dibatasi oleh keputusan hakim. Dari teori yang
dikemukakan oleh Plato penulis mencoba untuk menghubungkandengan penerapan
Pasal 65 KUHPoleh hakim apakah dapat memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana
Indonesia, tentunya dalam hal iniaturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab
undang-undang tentudalam hal ini Kitab Undang-undangHukum Pidana merujuk pada
Pasal 65KUHP apabila terjadi tindak pidana ganda (perbarengan) yang harus dilakukan
penerapannya oleh hakimdalam hukum Pidana Indonesia.Sementara itu ketika ada
pelanggaranhukum, maka harus dikenakan sanksihukum yang tegas karena manfaatnya
hidup bisa menjadi damai dan tenteram.

Saran

1. Penerapan Concursus Realis pada putusan ini dinilai sudah sangat tepat karena dalam
praktiknya sudah sejalan dengan teori concursus realis.Keberhasilan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja sebaiknya dijadikan teladan bagiMajelis Hakim di daerah
hukum lain maupun yang berada di PengadilanSingaraja itu sendiri dalam memutus
suatu perkara dengan bentuk perbarengan. Sebagai pejabat negarayang bertanggung
jawab dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim harus dapat memutus suatu
dengan seadil-adilnya sehingga pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus
perbarengan, dapat diadili dengan benar dan sesuai dengan perbuatan pidana yang
dilakukan. Hakim juga, diharapkan dapat melaksanakan tugas dan
wewenangnya dengan adil dan merata bagi seluruh pihak. Hakim juga dapat
menggunakan teori dari para ahli yangberkaitan dengan teori hukum tentangkeadilan
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dan teori-teori tersebut bisa dijadikan yurisprudensi sehinggadapat menghasilkan
putusan-putusan yang bermutu, dengan mempertimbangkan aspek hukum,
filosofis, dan sosial.

2. Penerapan dakwaan pada Putusan sudah sesuai dengan ketentuan,namun kepada para
penuntut umum harus lebih teliti lagi dalam menyusun surat dakwaan khususnya surat
dakwaan dua tindak pidana dalam satu dakwaan dan menggunakan concursus
relalis dalampemidanaannya harus benar-benartelah memenuhi unsur-unsur
perbarengan tindak pidana atau concursus realis. Agar terciptanyakeadilan, kemanfaatan,
sertakepastian dalam hukum.
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